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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan asal 

usul anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Penetapan 

Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis serta bagaimana akibat hukum 

anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan yang kemudian diajukan 

permohonan asal usul anak sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 

110/Pdt.P/2023/PA.Kis. Adapun hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan pedoman 

dari hukum Islam, terutama Pasal 103 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, untuk memeriksa legitimasi anak yang lahir dari perkawinan siri. Jika 

ditemukan relevansi antara ketentuan hukum Munakahat Islam dan dalil Fiqhiyah dari Al 

Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, hakim dapat mengubah status anak dari tidak 

terdokumentasi menjadi sah melalui putusan Pengadilan Agama. 

Kata Kunci : Anak, Perkawinan, Pengadilan Agama 

Abstract 

This research aims to analyze the judge's considerations in determining the origin of 

children born in unregistered marriages based on Kisaran Religious Court Determination 

Number 110/Pdt.P/2023/PA.Kis and what are the legal consequences of children born in 

unregistered marriages which subsequently an application for the origin of the child is 

submitted in accordance with the Kisaran Religious Court Determination Number 

110/Pdt.P/2023/PA.Kis. The results of this research are that judges use guidelines from 

Islamic law, especially Article 103 paragraphs (1) and (2) and Article 99 of the 

Compilation of Islamic Law in Indonesia, to examine the legitimacy of children born from 

unregistered marriages. If relevance is found between the legal provisions of Munakahat 

Islam and the Fiqhiyah arguments from Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, the judge can 

change the child's status from undocumented to legal through a Religious Court decision. 

Keywords : Children, Marriage, Religious Courts 
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A. Pendahuluan  

Anak-anak, baik dalam ikatan 

perkawinan atau tidak, adalah anugerah 

tak ternilai yang dianugerahkan kepada 

kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. 

Mereka adalah amanah suci dari Allah 

SWT, yang patut terus dijaga dan Hak-

hak bawaan anak dijaga dan ditegakkan 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 

B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini 

mencakup hak untuk bertahan hidup, 

pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, serta hak-hak sipil dan 

kebebasan. Jelaslah bahwa perlindungan 

hukum diberikan kepada setiap anak. 

Uraian lebih lanjut mengenai hak-hak 

anak dapat dilihat pada Pasal 4 sampai 

dengan 18 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Sesuai dengan perubahan Pasal 7 

ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak disebutkan bahwa setiap anak 

mempunyai hak dasar untuk mengetahui 

garis keturunan orang tuanya. Hak ini 

secara tegas tertuang dalam undang-

undang yang menegaskan bahwa anak 

mempunyai hak untuk mengetahui, 

diasuh, dan mendapat pengasuhan dari 

orang tua kandungnya. Untuk mengetahui 

asal usul seorang anak, harus diperoleh 

akta kelahiran yang diterbitkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat dengan mengikuti prosedur dan 

persyaratan tertentu. Anak yang lahir 

dalam ikatan perkawinan yang sah 

mempunyai kedudukan dan status hukum 

yang terjamin, disertai segala akibat 

hukum yang menyertainya. Namun 

Pengadilan hanya akan mengabulkan 

permohonan penetapan garis keturunan 

seorang anak apabila diberikan alasan 

yang kuat dan alasan yang sah. 1 

Menurut hukum Islam, perkawinan 

yang belum dicatatkan secara resmi 

masih dianggap sah, memerlukan 

persetujuan kedua belah pihak, wali 

nikah, dan kedua Meskipun kedua 

mempelai memenuhi persyaratan usia 

yang sah, pernikahan tersebut juga harus 

diakui oleh hukum negara. Apabila suatu 

perkawinan tidak dicatatkan secara sah, 

maka anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan itu tidak dapat diakui secara

 
1 W F Ramadhan, N Djubaedah, and 

Y S Barlinti, Penetapan Asal Usul Anak Yang 
Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat 
Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum 
Kekeluargaan Islam Studi Kasus Penetapan 
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 
298/PDT.P/2020/PA.JS'  Indonesian 
Notary,vol 4 No. 2  (2022). hlm.5. 
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resmi sebagai keturunan sah bapaknya. 

Oleh karena itu, satu-satunya hubungan 

hukum anak tersebut adalah dengan 

ibunya..2 

Sesuai ketentuan yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, pengkategorian 

anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 sampai dengan Pasal 44, dibedakan 

menjadi dua kelompok tersendiri 

a. Golongan pertama adalah anak-

anak yang sah, yang dilahirkan 

dalam batas-batas perkawinan yang 

sah. 

b. Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, yang sering disebut 

dengan anak luar nikah, 

mempunyai hubungan hukum 

secara eksklusif dengan ibu dan 

sanak saudaranya.3 

Keturunan dan garis keturunan 

seorang anak bergantung pada status 

perkawinan orang tuanya. Asal usul 

seorang anak ditentukan oleh apakah ia 

dilahirkan dalam perkawinan yang diakui 

secara hukum dan agama, perkawinan siri 

(perkawinan privat), ataukah ia dilahirkan 

di luar nikah sehingga menjadikannya 

anak di luar nikah. 

 
2 Rosnidar Sembiring, Hukum 

Keluarga Harta-Harta Benda dalam 
Perkawinan, (Depok : PT RajaGrafindo 
Persada, 2020), hlm. 126. 

3 Pasal 42-44 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Nikah siri atau disebut juga nikah 

siri tidak sah secara hukum karena tidak 

tercatat secara resmi di Kantor Urusan 

Agama (KUA). Tidak adanya kekuatan 

hukum ini khususnya berdampak pada 

hak-hak ibu dan anak. 4 Meskipun 

perkawinan siri dapat diakui sah dari 

sudut pandang agama, namun perkawinan 

siri tidak dicatat oleh petugas pencatatan 

perkawinan yang berwenang, seperti 

Kantor Urusan Agama atau Kantor 

Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Akibatnya, status hukum anak menjadi 

tidak jelas dan ambigu. 5 

Pengadilan Agama Kisaran pada 10 

Oktober 2023 merilis Terkait dengan 

permohonan pembuktian garis keturunan 

anak, telah diterbitkan Penetapan Nomor 

110/Pdt.P/2023/PA.Kis. Dalam konteks 

perkara yang diajukan ke Pengadilan 

Agama, terdapat skenario khusus yang 

terjadi: Pada tanggal 4 Juli 2011, 

Pemohon I dan Pemohon II meresmikan 

perkawinan mereka melalui perkawinan 

Islam dengan dihadiri wali nikah yang 

kebetulan merupakan saudara kandung 

Termohon II. Upacara dihadiri oleh dua 

 
4 Mela Arnani dan Rizal Setyo 

Nugroho, Apa itu nikah siri, pengertian, 
dampak, dan hukumnya di Indonesia, 
Kompas.com, dari 
https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/2
2/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-
dampak-dan-hukumnya-di-
indonesia?page=all, diakses pada tanggal 28 
Januari 2024. 

5 W F Ramadhan, N Djubaedah, dan 
Y S Barlinti,  Opcit, hlm 3. 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia?page=all
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orang saksi, dan mahar sebesar Rp. Uang 

tunai 100.000 ditukar. Namun karena 

Pemohon I belum bercerai secara sah 

dengan istri sebelumnya, maka 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan 

secara resmi di Kantor Agama. 

Setelah menikah, mereka dikaruniai 

dua orang putra, yang satu berusia 10 

tahun dan yang lainnya berusia 4 tahun. 

Pada tanggal 8 September 2023, 

Pemohon I dan Pemohon II mengikuti 

upacara pernikahan kembali di 

perusahaan petugas Kantor Urusan 

Agama. Selanjutnya, Petikan Akta Nikah 

Nomor: 511/19/IX/2023 resmi 

diterbitkan. 

Pada pertengahan tahun 2021, para 

pemohon menemui kendala ketika 

hendak mengubah/memperbarui 

informasi akta kelahiran anaknya. 

Mereka wajib mendapatkan surat 

penetapan dari Pengadilan Agama 

Kisaran untuk memberikan dasar hukum 

dan kepastian Menyadari adanya 

kesulitan dalam menjalin hubungan 

biologis anak dengan para pemohon, 

Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan 

permohonan pembuktian asal usul anak 

tersebut, sebagaimana tertuang dalam 

permohonan yang diajukan Pemohon I 

dan Pemohon II. Terinspirasi oleh 

keadaan ini, penulis menyatakan 

keinginan yang kuat untuk melakukan 

penelitian tambahan dan analisis 

mendalam mengenai subjek ini hal ini 

yang berjudul “Pertimbangan Hakim 

terkait Penetapan Asal Usul Anak dan 

akibat hukum anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan.  

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis 

penelitian normatif yang berfokus pada 

hukum positif. Analisis ini digunakan 

secara normatif karena sumber hukum 

yang digunakan berfokus pada penelitian 

teoritis. Penulis menggunakan penelitian 

kepustakaan untuk mengumpulkan bahan 

hukum. Data ini berasal dari beberapa 

Peraturan Perundang-Undangan, serta 

Penetapan Pengadilan Agama Kisaran. 

Untuk mendapatkan bahan 

penelitian ini, penulis menggunakan studi 

dokumen dan studi kepustakaan. Studi 

dokumen mengumpulkan data dengan 

menganalisi salinan Penetapan 

Pengadilan Agama Kisaran Nomor 

110/Pdt.P/2023/PA.Kis, dan studi 

kepustakaan meliputi membaca buku, 

artikel, dan jurnal. 

C. Pembahasan 

1. Pertimbangan Hakim Dalam 

Menentukan Asal Usul Anak 

Yang Lahir Dalam Perkawinan 

Yang Tidak Dicatatkan 

Berdasarkan Penetapan 

Pengadilan Agama Kisaran 

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis 
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Perkawinan merupakan bagian 

penting dari kehidupan pribadi dan 

masyarakat karena memungkinkan 

seseorang untuk menyempurnakan 

ibadahnya dan memiliki keturunan yang 

akan menjadi penerus bagi orang tuanya. 

Pernikahan adalah peristiwa hukum di 

mana tiap manusia silih berpasang-

pasangan dan rahmat dari Tuhan Yang 

Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan 

bukan hanya ikatan suami isteri tetapi 

juga ikatan untuk membangun rumah 

tangga. 6 Perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

pria dan seorang wanita tidak dalam 

keadaan paksa dan dilakukan sesuai 

dengan syariat agama pasangan tersebut.7 

Perkawinan adalah ikatan resmi 

yang diakui oleh hukum atau adat istiadat 

antara dua orang yang akan hidup 

bersama, berbagi tanggung jawab, dan 

membangun keluarga.8 Perkawinan 

merupakan suatu peristiwa yang sakral 

 
6 Khoirotun Nizar  dan  Suriani, 

“Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap 

Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan 

Agama Tanjungbalai”, Citra Justicia Majalah 

Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, 

Vol.3, No.1, Februari 2022, hlm. 26. 
7 Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi 

Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, 

“Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar 

Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum 

Islam”, Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.5, No.2. 2020, hlm.3. 

 

dan sangat penting dalam kehidupan 

keluarga.9 

Perkawinan yang tidak dicatat oleh 

pegawai pencatat nikah atau tidak 

memenuhi syarat perkawinan akan 

berpengaruh pada keturunan mereka. 

Perkawinan yang tidak dicatat berdampak 

yang signifikan terhadap pengakuan 

hukum.10  

Sehingga pasangan tidak memiliki 

bukti hukum yang kuat tentang status 

pernikahan mereka. Perkawinan yang 

tidak dicatatkan akan tetap dianggap 

tidak sah secara hukum bahkan 

perkawinan tersebut dianggap tidak ada. 

Dengan kata lain, Undang-Undang 

Perkawinan tidak mampu memberikan 

perlindungan hukum apabila terjadi 

permasalahan hukum di dalam hubungan 

perkawinan yang tidak tercatat.11 

Lembaga perkawilnan mempunyail 

artil pentilng bailk dalam kehildupan 

ilndilvildu maupun komunal karena 

 
9 Dany Try Hutama Hutabarat, Komis 

Simanjuntak, Syahrunsyah, “Pengelabuan 
Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda 
Agama”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, 
No. 2. 2022, hlm. 322. 

10 Zaid Afif, dkk. Dampak perkawinan 
Tidak Tercatat Terhadap  Partisipasi 
Masyarakat dalam Administrasi Negara di 
Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan”, 
Jurnal Hukum dan Pembangunan 
Masyarakat, Vol.15, No.1. Januari 2024, hlm. 
199. 

11 Irda Pratiwi, Bahmid, Junindra 
Martua, “Konsekuensi Hukum Terhadap 
Perkawinan 
Tidak Tercatat”, Jurnal Anadara Pengabdian 
Kepada Masyarakat, Vol.5, No.1. 2023, hlm. 
2. 
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memberilkan jalan bagil ilndilvildu untuk 

menilngkatkan pengabdilannya dan 

mencilptakan a garils keturunan yang akan 

meneruskan warilsan mereka. Perkawilnan 

yang menganut prilnsilp-prilnsilp agama 

dan sejalan dengan keyakilnan prilbadil 

pasangan dilakuil sebagail perkawilnan 

yang sah. 

Kegagalan mencatatkan 

perkawilnan pada petugas pencatatan 

perkawilnan dan memenuhil persyaratan 

yang dilperlukan dapat berdampak pada 

generasil mendatang. Banyak persoalan 

seputar keabsahan anak tilmbul karena 

orang tua lalail melaporkan perkawilnan 

mereka kepada pilhak yang berwenang. 

Ketilka seseorang menilkah, mengandung, 

dan melahilrkan keturunan, keabsahan 

anak diltentukan oleh perkawilnan yang 

memenuhil semua krilterila yang 

dilperlukan dan menjaga persatuan yang 

harmonils. Untuk menjamiln pengakuan 

hukum dan kedudukan bailk perkawilnan 

maupun anak-anak yang dillahilrkan daril 

perkawilnan tersebut, perkawilnan tersebut 

wajilb dilcatatkan pada pencatatan 

perkawilnan setempat. Perkara 

perkawilnan menjadil kewenangan 

Peradillan Agama, Ketentuan yang 

diltuangkan dalam Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan 

revilsil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradillan Agama, telah 

mengalamil perubahan melaluil perubahan 

kedua, Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, menjadil Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradillan Agama. 12 

Peradillan Agama mempunyail 

kewenangan untuk memastilkan orang tua 

anak dalam perkawilnan, Ketentuan 

mengenail perkawilnan sebagailmana 

diltuangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 kemudilan dilubah 

dengan Undang-undang Nomor 16, 

sesuail dengan Penetapan Nomor 

110/Pdt.P/2023/PA, Pengadillan Agama 

memegang kekuasaan mengambill 

keputusan mengenail garils keturunan 

anak. 

Pokok bahasan yang dilmaksud 

adalah tentang permohonan penetapan 

orang tua bagil anak-anak Permohonan 

bersama Pemohon IL dan Pemohon ILIL 

akilbat perkawilnan silril dilajukan ke 

Majelils Hakilm. Dalam putusannya yang 

dilkeluarkan Pengadillan Agama Kilsaran 

dengan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA. Kils, 

Majelils Hakilm mengabulkan 

permohonan pengukuhan status orang tua 

anak tersebut. Dengan demilkilan, anak 

tersebut kilnil resmil dilakuil sebagail 

keturunan sah Pemohon IL dan Pemohon 

ILIL. Landasan hukum putusan ilnil terletak 

pada Pasal 103 yang mencakup ayat (1) 

dan ayat (2) Kompillasil Hukum ILslam. 

 
12 Pasal  49 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradillan Agama 
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Majelils Hakilm menetapkan perkawilnan 

antara Pemohon IL dan Pemohon ILIL 

memenuhil ketentuan dan syarat-syarat 

yang dilatur dalam Undang-Undang 

Munakahat ILslam. Namun belum 

memenuhil persyaratan admilnilstrasil yang 

dilperlukan sebagailmana dilmaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

khususnya Pasal 2 ayat (2), tetap tildak 

berubah meskilpun telah berlaku Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawilnan, juncto Pasal 4 Kompillasil 

Kiltab ILslam ILndonesila. Hukum. Sebab, 

perkawilnan tersebut Perlu dilketahuil 

bahwa perkawilnan antara Pemohon IL dan 

Pemohon ILIL, walaupun tildak 

dildokumentasilkan secara resmil oleh 

Pencatat Nilkah, namun telah memenuhil 

seluruh krilterila dan syarat-syarat 

perkawilnan yang diltuangkan dalam 

Undang-Undang Munakahat ILslam. Oleh 

karena iltu, sesuail dengan norma hukum, 

Pemohon IL dan Pemohon ILIL dilanggap 

kawiln sah.  

Daril penjelasan dil atas, jelaslah 

bahwa serilkat buruh rahasila mempunyail 

dampak bailk Daril segil kedudukan hukum 

perkawilnan dan anak, pentilng untuk 

menaatil peraturan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Perkawilnan Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompillasil Hukum 

ILslam. Konsekuensilnya, semua 

pernilkahan harus selaras dengan 

ketentuan tersebut, wajilb dildaftarkan 

secara sah untuk menjamiln keabsahan 

perkawilnan dan menjaga kepentilngan 

semua pilhak yang terlilbat. Memang 

benar bahwa perkawilnan dapat dilanggap 

sah berdasarkan agama dan keyakilnan 

prilbadil tanpa memerlukan dokumentasil, 

namun pencatatan dan pengesahan 

perkawilnan melaluil akta nilkah sangat 

berkontrilbusil terhadap kestabillan rumah 

tangga.  

Dalam proses pembahasan 

Penetapan Pengadillan Agama Nomor 

110/Pdt.P/2023/PA.Kils tentang 

penetapan orang tua seorang anak, 

Majelils Hakilm Pengadillan Agama 

Kilsaran memanggill beberapa saksil dan 

menilnjau berbagail buktil surat. dan 

pengakuan yang dilberilkan para Pemohon. 

Bailk Pemohon IL maupun Pemohon ILIL 

bertempat tilnggal dil lilngkungan 

Pengadillan Agama Kilsaran, sehilngga 

memberilkan kewenangan kepada 

pengadillan untuk menanganil permohonan 

mengenail asal usul anak tersebut. 

Pemohon IL dan Pemohon ILIL telah 

mengajukan buktil tertulils berupa 

permohonan yang memuat dokumen 

sebagail berilkut 

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon 

IL yang dilterbiltkan Pemerilntah 

Kabupaten Batu Bara pada 

tanggal 7 Februaril 2012, 

dilfotokopil dan diltunjukkan pada 

sildang. ILtu dilcap dan dilverilfilkasil 
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dengan dokumen aslilnya, dan 

kemudilan diltandail sebagail (P.1). 

2. (P.2) Kartu Tanda Penduduk 

Pemohon ILIL yang dilterbiltkan oleh 

Pemerilntah Kabupaten Batu Bara 

pada tanggal 25 Februaril 2018 

telah dilfotokopil dan dilbubuhil 

materail sesuail kebutuhan. 

Fotokopil ilnil telah diltunjukkan 

dan dilverilfilkasil selama 

persildangan, dan telah dilberil 

tanda yang sesuail untuk 

menunjukkannya keaslilan. 

3. Salilnan Kartu Keluarga (P.3) 

yang dilberilkan oleh Dilnas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Silpill Kabupaten Batu Bara pada 

tanggal 7 Februaril 2022, sudah 

dillengkapil materail yang 

dilperlukan dan telah dilverilfilkasil 

keaslilannya dalam persildangan. 

4. Buktil P.4, fotokopil petilkan Buku 

Akta Nilkah Nomor 

511/19/ILX/2023, tanggal 8 

September 2023, dilserahkan oleh 

Paniltera Nilkah Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Lilmapuluh 

Kabupaten Batu Bara. 

Fotokopilnya dilbubuhil stempel 

yang cukup dan telah dilverilfilkasil 

dengan dokumen aslilnya selama 

persildangan. 

5. Buktil P.5 dilsajilkan sebagail 

fotokopil Sertilfilkat Nomor 

123/RSUtama/XILIL/2021 

tertanggal 13 Desember 2021 

yang dilterbiltkan oleh RSUD 

Kilsaran Utama. Fotokopil ilnil 

mempunyail materail yang sesuail 

dan telah dilbandilngkan dengan 

dokumen aslil selama persildangan. 

6. Surat Keterangan Nomor 

123/RSUtama/XILIL/2021 tanggal 

13 Desember 2021 yang 

dilterbiltkan oleh RSUD Kilsaran 

Utama, telah dilfotokopil dan 

bermaterail sesuail. ILnil telah 

dilverilfilkasil terhadap dokumen 

aslilnya pada sildang berilkutnya  

Dalam persildangan, para saksil 

memberilkan keterangan yang 

menyatakan Pemohon IL dan Pemohon ILIL 

melangsungkan ilkatan sucil perkawilnan 

dan salilng mengucapkan janjil setila pada 

tanggal yang berkesan yailtu 4 Julil 2011, 

sehilngga memperkokoh ilkatan hukum 

mereka, namun karena adanya kekhillafan 

dil Kantor Kemenag Lilma Puluh 

Kabupaten, mereka terpaksa mengulang 

akad nilkah pada 8 September 2023. Para 

saksil juga mengungkap bahwa saudara 

kandung Pemohon ILIL berperan sebagail 

walil nilkah. sejak ayah kandung mereka 

menilnggal. Mahar pernilkahan tersebut 

sebesar Rp. 100.000. Pada saat menilkah, 

Pemohon IL berstatus janda dan Pemohon 

ILIL belum menilkah. Selailn iltu, para saksil 

menyebutkan Pemohon IL dan Pemohon ILIL 

116 



KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang                        Volume 23/No 1/Februari/2025 

 

117 

 

mempunyail dua orang putra, masilng-

masilng berusila 10 dan 4 tahun. Untuk 

memperoleh akta perkawilnan, 

perkawilnan perlu dildaftarkan. Oleh 

karena iltu, bagil ilndilvildu yang ilngiln 

menilkah lagil harus melengkapil 

permohonan pencatatan perkawilnan dil 

Kantor Agama setempat. Persyaratan ilnil 

sesuail dengan Pasal 7 Kompillasil Hukum 

ILslam yang secara khusus membahas hal 

tersebut. 

Satu-satunya cara untuk 

membuktilkan adanya suatu perkawilnan 

adalah melaluil penyerahan akta nilkah 

yang dilterbiltkan oleh Pencatat Nilkah:13 

Apabilla tildak tersedila akta nilkah sebagail 

buktil perkawilnan, maka tersedila pillilhan 

untuk menunjukkan akta nilkah tersebut 

ke Pengadillan Agama 

ILsbat nilkah, sebuah konsep hukum 

yang telah melahilrkan kesepakatan dil 

kalangan profesilonal hukum, khususnya 

hakilm pengadillan agama, merujuk pada 

proses memperoleh kepastilan hukum 

Dalam hal perkawilnan telah dillaksanakan 

secara sepatutnya sesuail dengan 

peraturan agama, namun belum dilcatat 

secara resmil. Pasutril yang Pasangan ilnil 

tildak mencatatkan pernilkahannya secara 

resmil ke Kantor Urusan Agama, hilngga 

tildak mencatatkannya ke Pencatat Nilkah, 

dapat mengajukan permohonan 

 
13 Pasal  7 Kompillasil Hukum ILslam 

pencatatan perkawilnan melaluil 

pengadillan agama. Ada berbagail alasan 

yang mendasaril pasangan suamil ilstril 

memillilh untuk mengajukan permohonan 

ilsbat nilkah, antara lailn.  

Apabilla seseorang mendapatil 

dilrilnya berada dalam keadaan tertentu, 

sepertil penyelesailan percerailan, 

hillangnya akta perkawilnan, keraguan 

mengenail Apabilla seseorang berada 

dalam keadaan perkawilnannya tildak 

sesuail dengan syarat-syarat yang 

diltetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 atau dillakukan 

sebelum dilundangkannya, maka ila 

mempunyail kesempatan untuk memilnta 

Nilkah ILtsbat ke Pengadillan Agama. 

Dengan demilkilan perkawilnan mereka sah 

sepanjang tildak melanggar halangan-

halangan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974.. Perlu 

dilketahuil bahwa Pengadillan Agama 

hanya akan menyetujuil Nilkah ILtsbat jilka 

perkawilnan tersebut memenuhil syarat 

dan ketentuan Ketentuan mengenail 

perkawilnan diltuangkan bailk dalam 

Undang-Undang Perkawilnan maupun 

dalam Kompillasil Hukum ILslam (KHIL), 

dengan mempertilmbangkan secara 

matang batasan-batasan perkawilnan yang 

dilatur dalam Undang-undang:  

a) Awalnya, Pemohon 

melangsungkan pernilkahan pada 4 

Julil 2011 sesuail adat ilstiladat 
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ILslam. Pernilkahan tersebut 

dilresmilkan oleh kakak lakil-lakil 

Pemohon ILIL dengan dilhadilril dua 

orang saksil dan mahar sebesar Rp. 

100.000 tunail. Namun pernilkahan 

tersebut tildak melaluil proses 

pencatatan sebagailmana mestilnya 

dil Kantor Urusan Agama karena 

masilh dalam proses percerailan 

Pemohon IL. Selanjutnya, pada 

tanggal 8 September 2023, para 

Pemohon resmil mendaftarkan 

pernilkahannya dil Kantor Urusan 

Agama dil Kecamatan Lilmapuluh, 

Kabupaten Batu Bara, Provilnsil 

Sumatera Utara. Pernilkahan 

tersebut dilsaksilkan oleh Pencatat 

Nilkah, walil nilkah Pemohon ILIL, dan 

dua orang saksil tambahan. Mahar 

sebesar Rp. Uang tunail sebesar 

100.000 juga dilserahkan. Alhasill, 

terbiltlah Surat Nilkah dengan 

nomor 511/19/ILX/2023. 

b) Setelah mempertilmbangkan secara 

cermat Berdasarkan buktil-buktil 

yang dilajukan dalam persildangan 

dan memenuhil pasal 10 ayat (1) 

dan (2) KUHAP, Majelils Hakilm 

menetapkan perkawilnan Pemohon 

IL dan Pemohon ILIL memenuhil 

ketentuan yang dilatur dalam 

Munakahat ILslam. hukum. Namun 

perlu dilketahuil, perkawilnan ilnil 

tildak memenuhil syarat 

admilnilstratilf yang tertuang dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawilnan, tetap tildak dilubah 

oleh Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 juncto Pasal 4. 

Kompillasil Hukum ILslam dil 

ILndonesila, dilsebabkan tildak 

adanya pencatatan oleh petugas 

pencatatan perkawilnan. Meskilpun 

demilkilan, perlu dilketahuil bahwa 

Sesuail dengan Undang-Undang 

Munakahat ILslam, perkawilnan 

antara Pemohon IL dan Pemohon ILIL 

tetap memenuhil seluruh syarat-

syarat yang dilpersyaratkan dan 

asas-asas pokok perkawilnan yang 

sah, sehilngga menjadil suatu ilkatan 

yang sah: 

Bailk iltu perkawilnan yang sah atau 

palsu, perkawilnan menetapkan 

garils keturunan dalam konteks 

hukum. Dengan demilkilan, billa 

ternyata suatu perkawilnan telah 

dillangsungkan, bailk iltu tildak sah 

atau dillakukan menurut adat tanpa 

pencatatan yang resmil, maka anak 

yang dillahilrkan oleh perempuan iltu 

dapat dilakuil sebagail keturunan 

suamil-ilstril yang bersangkutan. 

 Berdasarkan kenyataan bahwa 

kedua anak Pemohon lahilr dalam 

Berdasarkan ilkatan perkawilnan yang sah, 

dapat dilsilmpulkan bahwa anak tersebut 
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tildak dapat dililngkaril sebagail keturunan 

sah Pemohon IL dan Pemohon ILIL. 

Kesilmpulan ilnil dilperkuat dengan Pasal 

99 Kompillasil Hukum ILslam dil ILndonesila. 

Alasan dilbalilk keputusan hakilm tersebut 

sejalan dengan dalill filqhilyah yang 

tertuang dalam kiltab Al Filqh Al ILslamil 

wa Adilllatuhu jillild V halaman 690. 

2. Akibat Hukum Anak Yang Lahir 

Dalam Perkawinan Yang Tidak 

Dicatatkan Yang Kemudian 

Diajukan Permohonan Asal Usul 

Anak Sesuai Penetapan 

Pengadilan Agama Kisaran 

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis 

Suatu perkawilnan sah atau tildak, 

maka perkawilnan iltu menetapkan garils 

keturunan dalam konteks hukum. Oleh 

karena iltu, sekalilpun perkawilnan iltu tildak 

sah atau dillakukan melaluil adat ilstiladat 

tanpa pencatatan yang resmil, maka dapat 

dilsilmpulkan Anak yang dillahilrkan oleh 

perempuan tersebut dapat diltelusuril 

kembalil sebagail keturunan daril pasangan 

yang bersangkutan. 

 Daril penjelasan tersebut dapat 

dilsilmpulkan bahwa Majelils Hakilm 

Pengadillan Agama Kilsaran dalam 

putusannya yang mengabulkan 

permohonan aslil anak tersebut berpegang 

pada ketentuan yang tertuang Kompillasil 

Hukum ILslam dil ILndonesila mencakup 

Pasal 103 ayat (1) dan (2), serta Pasal 99, 

yang merupakan ketentuan pentilng dalam 

kerangka hukum. Selailn iltu, keputusan 

tersebut dilpengaruhil oleh prilnsilp-prilnsilp 

hukum Munakahat ILslam dan Lebilh 

tepatnya dalill-dalill Filqhilyah dapat 

diltemukan pada halaman 690 jillild V Al 

Filqh Al ILslamil wa Adilllatuhu. 

Dalam menillail permohonan anak 

untuk menentukan asal usulnya, Majelils 

Hakilm sangat berhatil-hatil dan teliltil. Hal 

ilnil pentilng karena hal ilnil menjadil 

landasan bagil kedudukan hukum anak, 

yang mencakup berbagail hak sepertil 

warilsan, tunjangan keuangan, 

pendildilkan, peran perwalilan dalam 

perkawilnan, dan hak-hak silpill lailnnya. 

Oleh karena iltu, status seorang anak 

bergantung pada persatuan yang sah daril 

orang tuanya, dengan mematuhil 

peraturan agama dan negara. Dengan 

menjunjung tilnggil persyaratan-

persyaratan ilnil, kedudukan dan hak-hak 

anak dapat diltetapkan secara tegas. 

Pengadillan agama mempunyail 

tanggung jawab khusus untuk melilndungil 

hak-hak anak. Sebagail perwakillan 

lembaga peradillan, pengadillan-

pengadillan ilnil dilberil tugas untuk 

menanganil masalah-masalah yang 

berkailtan dengan kehildupan anak-anak, 

sehilngga memerlukan perhatilan yang 

besar dalam menegakkan hak-hak 

mereka. Menurut Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a) 
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nomor 20, peradillan agama berwenang 

menanganil perkara yang menyangkut 

orang tua anak. Kasus-kasus ilnil 

mencakup berbagail aspek, termasuk 

menjaga kesejahteraan mereka, 

memastilkan pembentukan ildentiltas dan 

pendildilkan agama, memfasilliltasil akses 

terhadap pendildilkan, dan memastilkan 

mereka dilperlakukan dengan bermartabat 

dan hormat. Oleh karena iltu, sangatlah 

pentilng untuk menerapkan kebiljakan 

strategils dan hakilm menunjukkan 

kepekaan yang tilnggil terhadap 

permasalahan yang dilhadapil anak-anak, 

karena hal ilnil pentilng dalam menegakkan 

hak-hak dasar mereka sebagail komponen 

ilntegral hak asasil manusila.  

Menurut dalill filqhilyah yang 

dilsebutkan dil dalam kiltab Al Filqh Al 

ILslamil wa Adiltllatuhu jillild V halaman 

690, yang menjelaskan bahwa Bailk iltu 

persatuan yang sah atau palsu, 

pernilkahan membangun hubungan 

kekeluargaan. Oleh karena iltu, billa 

ternyata suatu perkawilnan telah 

dillangsungkan, bailk iltu batal maupun 

dillakukan melaluil adat ilstiladat yang tildak 

memerlukan pencatatan resmil, maka 

dapat dilsilmpulkan bahwa setilap anak 

yang dillahilrkan oleh perempuan tersebut 

adalah keturunan daril pasangan yang 

bersangkutan. 

Perkawilnan antara Pemohon IL dan 

Pemohon ILIL menghasillkan dua orang 

anak, sebagailmana tercantum dalam 

Pasal 99 Kompillasil Hukum ILslam 

ILndonesila dilanggap sah karena 

kelahilrannya merupakan akilbat langsung 

daril perkawilnan yang sah. Pengakuan 

tersebut menegaskan bahwa permohonan 

yang dilajukan Pemohon IL dan Pemohon 

ILIL adalah sah, dan anak-anak mereka 

dilakuil sebagail keturunan mereka yang 

sah. Perlu dilketahuil bahwa ILnstruksil 

Presilden Nomor 1 Tahun 1991 atau yang 

dilkenal dengan Pasal 103 Kompillasil 

Hukum ILslam merupakan sebuah 

dokumen hukum yang pentilng 

mendukung penegasan tersebut. 

1. Untuk menetapkan garils 

keturunan seorang anak, perlu 

dilsedilakan akta kelahilran atau 

buktil pendukung lailnnya.Apabilla 

karena sebab apapun tildak 

memungkilnkan dilperolehnya akta 

kelahilran atau buktil pendukung 

lailn yang dilperlukan sebagailmana 

dilmaksud pada ayat (1),, 

Pengadillan Agama berwenang 

menentukan asal usul anak 

melaluil penillailan menyeluruh dan 

berdasarkan buktil-buktil yang 

dapat dilpercaya: 

2. Sesuail dengan penetapan 

Pengadillan Agama sebagailmana 

dilmaksud pada; 
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3. lembaga pencatatan terkailt yang 

berada dil bawah kewenangan 

Pengadillan Agama bertanggung 

jawab menerbiltkan akta kelahilran 

bagil anak yang bersangkutan; 

Dengan dilsetujuilnya Putusan 

Pengadillan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA, 

sesuail dengan Pasal 103 ayat (3) 

Kompillasil Hukum ILslam ILndonesila, 

tilmbul beberapa akilbat hukum. 

Dilantaranya adalah penerbiltan akta 

kelahilran bagil kedua anak millilk 

Pemohon IL dan Pemohon oleh Dilnas 

Pencatatan Kelahilran, khususnya Dilnas 

Kependudukan dan Pencatatan Silpill. 

Selailn iltu, terdapat ilmplilkasil hukum lailn 

yang tilmbul setelah dilsetujuilnya 

permilntaan penetapan asal usul:  

1. Keterhubungan anak dengan orang 

tuanya diltentukan oleh konsep 

mahram yang berfungsil sebagail 

walil nilkah menurut Q.S. An Nilsa' : 

23 dan Pasal 8 UU Perkawilnan. 

a. Surah An-Nilsa ayat 23 berilsil 

yang artilnya  sebagail berilkut : 

“Dilharamkan atas kamu 

(mengawilnil) ilbu-ilbumu; anak-

anakmu yang perempuan; 

saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; 

saudara-saudara ilbumu yang 

perempuan; anak-anak 

perempuan daril saudara-

saudaramu yang lakil-lakil; anak-

anak perempuan daril saudara-

saudaramu yang perempuan; 

ilbu-ilbumu yang menyusuil kamu; 

saudara perempuan 

sepersusuan; ilbu-ilbu ilsterilmu 

(mertua); anak-anak ilsterilmu 

yang dalam pemelilharaanmu 

daril ilsteril yang telah kamu 

campuril, tetapil jilka kamu belum 

campur dengan ilsterilmu iltu (dan 

sudah kamu cerailkan), maka 

tildak berdosa kamu 

mengawilnilnya; (dan 

dilharamkan bagilmu) ilsteril-ilsteril 

anak kandungmu (menantu); 

dan menghilmpunkan (dalam 

perkawilnan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecualil yang 

telah terjadil pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagil Maha 

Penyayang”. 

b. Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawilnan, 

tildak melakukan perubahan 

apapun terhadap Pasal 8 undang-

undang aslilnya. 

Pasal 8 

Perkawilnan dillarang keras 

dalam berbagail keadaan, 
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termasuk hubungan darah 

dalam garils keturunan langsung 

atau tildak langsung, sepertil 

antara saudara kandung atau 

antara seseorang dengan 

saudara kandung orang tua atau 

neneknya. Hal ilnil juga dillarang 

antara ilndilvildu yang memillilkil 

hubungan keluarga melaluil 

pengasuhan, serta antara 

ilndilvildu yang mempunyail 

hubungan keluarga dengan ilstril 

atau mempunyail hubungan 

yang dilbatasil oleh agama atau 

hukum. 

2. Hubungan salilng mewarilsil (Q.S. 

An Nilsa’ : 11-12 dan 176, Pasal 

176 Kompillasil Hukum ILslam),  

a. QS. An Nilsa’ ayat 11 dan 12 

yang artilnya : 

Ayat 11 : 

“Allah mensyarilatkan 

(mewajilbkan) kepadamu 

tentang (pembagilan warilsan 

untuk) anak-anakmu, (yailtu) 

bagilan seorang anak lakil-lakil 

sama dengan bagilan dua orang 

anak perempuan.1 Dan jilka 

anak iltu semuanya perempuan 

yang jumlahnya lebilh daril dua, 

maka bagilan mereka dua 

pertilga daril harta yang 

diltilnggalkan. Jilka dila (anak 

perempuan) iltu seorang saja, 

maka dila memperoleh setengah 

(harta yang diltilnggalkan). Dan 

untuk kedua ilbu-bapak, bagilan 

masilng-masilng seperenam daril 

harta yang diltilnggalkan, jilka 

dila (yang menilnggal) 

mempunyail anak. Jilka dila 

(yang menilnggal) tildak 

mempunyail anak dan dila 

dilwarilsil oleh kedua ilbu-

bapaknya (saja), maka ilbunya 

mendapat sepertilga. Jilka dila 

(yang menilnggal) mempunyail 

beberapa saudara, maka ilbunya 

mendapat seperenam. 

(Pembagilan-pembagilan 

tersebut dil atas) setelah 

(dilpenuhil) wasilat yang 

dilbuatnya atau (dan setelah 

dilbayar) hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tildak mengetahuil silapa dil 

antara mereka yang lebilh 

banyak manfaatnya bagilmu. ILnil 

adalah ketetapan Allah. 

Sungguh, Allah Maha 

Mengetahuil, Mahabiljaksana”. 

Ayat 12 : 

“Dan bagilanmu (suamil-suamil) 

adalah seperdua daril harta 

yang diltilnggalkan oleh ilstril-

ilstrilmu, jilka mereka tildak 

mempunyail anak. Jilka mereka 

(ilstril-ilstrilmu) iltu mempunyail 
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anak, maka kamu mendapat 

seperempat daril harta yang 

diltilnggalkannya setelah 

(dilpenuhil) wasilat yang mereka 

buat atau (dan setelah dilbayar) 

hutangnya. Para ilstril 

memperoleh seperempat harta 

yang kamu tilnggalkan jilka 

kamu tildak mempunyail anak. 

Jilka kamu mempunyail anak, 

maka para ilstril memperoleh 

seperdelapan daril harta yang 

kamu tilnggalkan (setelah 

dilpenuhil) wasilat yang kamu 

buat atau (dan setelah dilbayar) 

hutang-hutangmu. Jilka 

seseorang menilnggal, bailk lakil-

lakil maupun perempuan yang 

tildak menilnggalkan ayah dan 

tildak menilnggalkan anak, tetapil 

mempunyail seorang saudara 

lakil-lakil (seilbu) atau seorang 

saudara perempuan (seilbu), 

maka bagil masilng-masilng daril 

kedua jenils saudara iltu 

seperenam harta. Tetapil jilka 

saudara-saudara seilbu iltu lebilh 

daril seorang, maka mereka 

bersama-sama dalam bagilan 

yang sepertilga iltu, setelah 

(dilpenuhil wasilat) yang 

dilbuatnya atau (dan setelah 

dilbayar) hutangnya dengan 

tildak menyusahkan (kepada 

ahlil warils). Demilkilanlah 

ketentuan Allah. Allah Maha 

Mengetahuil, Maha Penyantun”. 

Ayat 176    : 

“Mereka memilnta fatwa 

kepadamu (tentang kalālah). 

Katakanlah, Allah memberil 

fatwa kepadamu tentang 

kalālah (yailtu), jilka seseorang 

matil dan dila tildak mempunyail 

anak tetapil mempunyail saudara 

perempuan, maka bagilannya 

(saudara perempuannya iltu) 

separuh daril harta yang 

diltilnggalkannya, dan 

saudaranya yang lakil-lakil 

mewarilsil (seluruh harta 

saudara perempuan), jilka dila 

tildak mempunyail anak. Tetapil 

jilka saudara perempuan iltu dua 

orang, maka bagil keduanya dua 

pertilga daril harta yang 

diltilnggalkan. Dan jilka mereka 

(ahlil warils iltu terdilril daril) 

saudara-saudara lakil-lakil dan 

perempuan, maka bagilan 

seorang saudara lakil-lakil sama 

dengan bagilan dua saudaril 

perempuan. Allah menerangkan 

(hukum ilnil) kepadamu, agar 

kamu tildak sesat. Allah Maha 

Mengetahuil segala sesuatu”. 

b. Pasal 176 Kompillasil Hukum 

ILslam 
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Menurut pasal 176 Kompillasil 

Hukum ILslam atau KHIL 

(ILnstruksil Presilden No. 1 Tahun 

1991) menyatakan bahwa, 

“anak perempuan billa hanya 

seorang ila mendapat separoh 

bagilan, billa dua orang atau 

lebilh mereka bersama-sama 

mendapat dua pertilga bagilan, 

dan apabilla anak perempuan 

bersama-sama dengan anak 

lakil-lakil, maka bagilan anak 

lakil-lakil adalah dua 

berbandilng satu dengan anak 

perempuan”. 

3. Kewajilban orang tua dalam 

memenuhil nafkah, mendildilk anak, 

dan lailn-lailn (QS. Al Baqarah : 

233, Pasal 45 – 49 Undang-Undang 

Perkawilnan) 

a. Terjemahan QS. Al Baqarah 

ayat 233 

“Dan ilbu-ilbu hendaklah 

menyusuil anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, bagil yang 

ilngiln menyusuil secara 

sempurna. Dan kewajilban ayah 

menanggung nafkah dan 

pakailan mereka dengan cara 

yang patut. Seseorang tildak 

dilbebanil lebilh daril 

kesanggupannya”. 

b. Pasal 45 – 49 Undang-Undang 

Perkawilnan 

Pasal 45 

(1) Kedua orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-

anak mereka  sebaik-baiknya.  

(2) Kewajilban orang tua 

sebagailmana dilmaksud pada 

ayat (1) pasal ilnil tetap ada 

sampail anak tersebut menilkah 

atau mencapail kemandilrilan, 

meskilpun putusnya perkawilnan 

orang tuanya, kewajilban tersebut 

masilh tetap ada.  

Pasal 46 

1. Orang tua berhak atas rasa 

hormat dan ketaatan terhadap 

anaknya.  

2. Bagil anak yang sudah dewasa, 

wajilb mengasuh orang tuanya 

sesuail dengan kebutuhannya.  

Pasal 47 

1. Anak-anak berada dil bawah 

kekuasaan orang tuanya 

sampail mereka mencapail umur 

18 tahun atau menilkah, kecualil 

kekuasaannya dilcabut.  

2. Orang tua bertilndak atas nama 

anaknya dalam segala perkara 

hukum, bailk dil dalam maupun dil 

luar Pengadillan 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan 

memindahkan hak atau 

menggadaikan barang-barang 

tetap yang dimiliki anaknya yang 

124 
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belum berumur 18 (delapan betas) 

tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, 

kecuali apabila kepentingan anak 

itu menghendakinya.  

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua 

dapat dicabut kekuasannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu 

yang tertentu atas permintaan orang 

tua yang lain, keluarga anak dalam 

garis lurus keatas dan saudara 

kandung yang telah dewasa atau 

pejabat yang berwenang, dengan 

keputusan Pengadilan dalam hal-hal :  

a. la sangat melalaikan 

kewajibannya  

terhadap anaknya;  

b. la berkelakuan buruk sekali.  

(2) Meskipun orang tua dicabut 

kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut. 

4. Anak juga wajilb menunjukkan 

rasa hormat dan berbaktil kepada 

orang tuanya. 

Daril penejelasan, dapat 

dilsilmpulkan bahwa ketilka Pengadillan 

Agama menyetujuil permohonan 

legiltilmasil anak tersebut, maka dapat 

dilambill suatu kesilmpulan, sebagailmana 

dilbuktilkan dengan penetapan resmil 

nomor 110/Pdt.P/2023/PA. Kils, status 

dan kedudukan anak pun berubah. 

Alhasill, Dilnas Pencatatan Kelahilran, 

khususnya Dilnas Kependudukan dan 

Pencatatan Silpill, akan menerbiltkan akta 

kelahilran bailk bagil anak Pemohon IL 

maupun Pemohon. ILmplilkasil hukum 

lailnnya adalah terjalilnnya hubungan 

mahram, walil nilkah, antara anak dengan 

orang tuanya. Selailn iltu, persetujuan atas 

legiltilmasil anak mempunyail dampak yang 

luas terhadap hal-hal sepertil warilsan, 

tanggung jawab orang tua dalam hal 

dukungan keuangan dan pendildilkan, dan 

kewajilban terkailt lailnnya. 

D. Kesimpulan 

Hakim memeriksa legitimasi 

terhadap orang tua yang anaknya lahir 

dari perkawinan siri didasarkan pada 

pedoman yang tercantum dalam 

Penetapan Pengadilan Agama Kilsaran 

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kils. 

Pedoman ini mengambil sumber dari 

Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi 

Hukum Islam, serta Pasal 99 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia. Selain itu, 

hakim juga mempertimbangkan relevansi 

ketentuan hukum Munakahat Islam dan 

dalil Fiqhiyah yang tersaji dalam Al Fiqh 

Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 

690. Konsekuensi hukum terhadap anak 

yang dilahirkan dalam suatu perkawinan 

tidak terdokumentasikan, dan kemudian 

dilakukan penetapan garis keturunan anak 

tersebut berdasarkan putusan Pengadilan 
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Agama Kilsaran, perkara nomor 

110/Pdt.P/2023/PA.Kils, terkait dengan 

status anak dan posisinya diubah menjadi 

anak sah. Perubahan ini disertai dengan 

pembuatan akta kelahiran oleh Badan 

Pencatatan Kelahiran, khususnya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Tindakan hukum ini mengukuhkan 

hubungan mahram antara anak dengan 

orang tuanya, menegaskan ikatan 

walikah. Pengakuan asal usul anak juga 

berimplikasi pada hal-hal seperti harta 

warisan, tanggung jawab orang tua dalam 

memberikan rezeki dan pendidikan, serta 

aspek lain yang terkait. 
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